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Perlindungan paten saat ini adalah sesuatu yang harus di perhatikan karena
banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab mempergunakan
Paten tanpa ada ijin dalam pemegang hak paten yang terdaftar baik di
Indonesia maupun di dunia internasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian
ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data
sekunder, dan analisa data

Pengaturan hukum pendaftaran paten terhadap sistem kinerja yang telah
ada sebelumnya Di dalam Undang-Undang Paten sendiri menciptakan
sesuatu harus dilakukan dengan menciptakan ide-ide terlebih dahulu yang
dilakukan oleh inventor atau orang yang menciptakan dan melaksanakan
ide-ide tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang disebut
dengan Invensi. Akibat hukum atas pelanggaran dalam pendaftaran paten
yang memiliki kesamaan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan
atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk
gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun
berdasarkan tuntutan hukum perdata maupun hukum pidana melalui aparat
penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis Pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran paten dalam
Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Tergugat tidak dapat
membuktikan adanya kebaruan dan adanya langkah inventif pada paten
Nomor IDP000037360, sehingga paten Nomor IDP000037360 milik
Tergugat harus dihapus, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang

Dihasilkan bahwa Pemegang Paten sendiri adalah inventor sebagai pemilik
paten, pihak yang menerima hak atas paten dari pemilik paten, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar
dalam daftar umum Paten hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) dan apabila
ditemukan invensi yang mirip/sama dengan invensi dari pemegang paten
tersebut maka ada pihak lain yang bernama pemakai terdahulu sehingga
perlu diteliti apakah kedua invensi benar-benar mirip/sama. Bahwa
perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
harus ditolak, oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon
Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan
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